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TPIP TPID PROVINSI

TPID KABUPATEN/KOTA

Ketua Menko Perekonomian

Waka I Gubernur Bank Indonesia

Waka II Menteri Keuangan

Waka III Menteri Dalam Negeri

Anggota 1. Menteri Perdagangan

2. Menteri Pertanian

3. Menteri Perhubungan

4. Menteri ESDM

5. Kepala Bappenas

6. Menteri PU & PR

7. Menteri BUMN

8. Sekretaris Kabinet

9. Kepala Kepolisian RI

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Makro dan
Keuangan, Kemenko
Perekonomian

Ketua Gubernur

Wakil Ketua Kepala
Perwakilan BI

Sekretaris & 
Anggota

Pimpinan OPD 
terkait

Ketua Bupati / 
Walikota

Wakil Ketua Pejabat KPwDN 
BI

Sekretaris & 
Anggota

Pimpinan OPD 
terkait

Ditetapkannya Keppres No. 23/2017 tentang TPIN mengindikasikan semakin seriusnya Pemerintah dalam mengendalikan 
inflasi.

TPID 
KAB/
KOTA

TPID 
PROVINSI

TPIP

2016 2017 2018 2019

507

524
532

542
34 Provinsi

508 Kab/Kota

TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL (TPIN)



11.22

9.41

Mar'13 Sep'13 Mar'14 Sep'14 Mar'15 Sep'15 Mar'16 Sep'16 Mar'17 Sep'17 Mar'18 Sep'18 Mar'19

Tingkat Kemiskinan

0.408

0.382

Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19

Rasio Gini

INDIKATOR SOSIAL

Tingkat Pengangguran

5.81
5.01

Feb'13 Aug'13 Feb'14 Aug'14 Feb'15 Aug'15 Feb'16 Aug'16 Feb'17 Aug'17 Feb'18 Ags'18 Feb'19

PERTUMBUHAN EKONOMI SEMAKIN BERKUALITAS DIIRINGI INFLASI YANG 
RENDAH DAN STABIL , SERTA MEMBAIKNYA  INDIKATOR SOSIAL

3.79
4.3

8.38 8.36

3.35 3.02
3.61

3.13 3.28

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Ket : * : Inflasi Bulan Juni 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

4.82 4.92 5.01 5.06 5.07

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2015 2016 2017 2018 2019

4.88 5.03 5.07 5.17

PERTUMBUHAN EKONOMI (%, yoy)

INFLASI (%, yoy)
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REALISASI INFLASI TAHUN 2018 DAN SEMESTER I 2019 TERJAGA
Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi inflasi pada Juni 2019 untuk kelompok volatile food meningkat, sebaliknya 
kelompok administered price menunjukkan penurunan yang signifikan, sementara kelompok inti relatif terjaga.
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Umum Inti
Administrated Price Volatile Food

(%, YoY)
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2018 Juni 2019

Inti 3,07 3,25

volatile food (VF) 3,36 4,91

administered price (AP) 3,39 1,89

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



INFLASI TARIF ANGKUTAN UDARA SPASIAL APRIL 2019 (MTM)

Inf ≥ 4,5% 2,5% ≤ Inf < 4,5% Inf < 2,5%

ACEH
1,80

SUMUT
1,20

RIAU
2,40

SUMBAR
2,60

JAMBI
3,00

BENGKULU
2,40

SUMSEL
2,70

LAMPUNG
2,70

KEP. RIAU
3,50

KEP. BABEL
3,20

KALBAR
3,80

KALTENG
4,50

KALSEL
2,60

BANTEN
3,40

JABAR
3,50

DKI
3,30

JATENG
2,80

JATIM
2,90

BALI
3,10

NTB
3,20

NTT
3,10

SULUT
3,80GORONTALO

2,10

SULTENG
6,50

SULBAR
1,80

SULSEL
3,50

SULTRA
2,70 MALUKU

3,30

MALUT
4,10

PAPBAR
5,20

PAPUA
6,40

KALTIM
3,20

KALTARA
5,00

DIY
2,70

Sumber: 
BPS dan BI, diolah

Nasional
3,13 %, yoy

8 Kota IHK berada di atas sasaran

5 Provinsi berada di atas sasaran

Meskipun secara keseluruhan inflasi nasional terjaga dalam rentang sasaran inflasi, namun secara spasial 
realisasi inflasi di beberapa daerah masih berada di luar rentang sasaran inflasi 2018 (3,5% ±1%)

REALISASI INFLASI 2018 BEBERAPA DAERAH DI LUAR KISARAN SASARAN 5



Terjaganya realisasi inflasi pada tahun 2018 tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan  pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah melalui implementasi strategi 4K. 

STRATEGI 4K PENGENDALIAN INFLASI 6

• Koordinasi pelaksanaan 
KPSH/ Operasi Pasar

• Pelaksanaan Pasar Murah dan 
penetrasi ke pasar rakyat

• Memastikan implementasi
penurunan Batas Atas tarif
Angkutan Udara

• Menjaga ketersediaan
komoditas yang memiliki
neraca pangan defisit

• Menjaga stok Beras Bulog

• Melaksanakan CBP dengan
penggantian

• Optimalisasi peran Satgas
pangan

• Pemantauan harga dan
kepatuhan pelaku usaha jasa
transportasi

• Optimalisasi TDPUD untuk
memantau stok bahan pangan di 
pedagang dan distributor 

• Mengendalikan ekspektasi inflasi
pada HBKN

• Melakukan pemantauan harga
(langsung atau melalui PIHPS)

1. KETERJANGKAUAN 
HARGA

2. KETERSEDIAAN 
PASOKAN

3. KELANCARAN 
DISTRIBUSI

4. KOMUNIKASI 
EFEKTIF

Pelaksanaan
pasar murah Pemantauan

harga & stok

Menindak tegas
penimbunan

Komunikasi harga
melalui PIHPS

Optimalisasi
peran BUMD

Kelancaran arus
barang melalui

pelabuhan

Dialog TPID 
dengan maskapai

Sidak ke gudang
Bulog dan pasar

Kerja sama
dengan NTT untuk

pasokan sapi

Penambahan
frekuensi

penyebrangan kapal

Komunikasi harga

Optimalisasi cold 
storage ikan

Beberapa program pengendalian inflasi
di beberapa TPID

Sumber: Bank Indonesia



INOVASI KELANCARAN DISTRIBUSI PANGAN YANG MEMANFAATKAN 
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pembangunan infrastruktur sebagai prasyarat memperlancar konektivitas belum cukup, sehingga perlu dukungan akses langsung ke
pasar melalui adanya pasar pengumpul. Dari pasar pengumpul dapat menggunakan moda transportasi yang lebih besar menuju pasar
di kota dengan akses jalan tol dan kereta api yang sudah memadai. Seluruh kegiatan distribusi ini juga perlu didukung penggunaan
teknologi informasi.

Petani/Desa A

Petani/Desa B

Petani/Desa C

Petani/Desa D

GUDANG KECIL

PASAR DI KOTA
Petani

Pengumpul Luar
Daerah/Pengecer

Pengumpul Lokal

Pasar
Pengumpul Pasar di Kota

PASAR PENGUMPUL
GUDANG BESAR

7



TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN DI RAKORNAS 2018 8

1 Seluruh kepala daerah dan pimpinan 
kementerian/lembaga diminta untuk benar-benar 
memperhatikan pertumbuhan dan tekanan inflasi serta 
mempermudah investasi yang berorientasi ekspor

• Penetapan program kerja koordinasi
pengendalian inflasi nasional

• Peta jalan pengendalian inflasi tahun 2019-2021
tingkat nasional dan provinsi

• Kebijakan dalam mendorong daya saing dan
investasi

Kepala daerah harus memperhatikan pengendalian inflasi
dari sisi pasokan pangan, distribusi, & infrastruktur

Pembangunan pasar induk beras dan sarana
konektivitasnya di Pare-pare

Aparat penegak hukum diharapkan turut andil dalam 
menjaga mekanisme pasar

Satgas pangan yang didalamnya terdapat unsur
penegak hukum secara umum telah berkoordinasi
dengan TPID, utamanya pada periode HBKN

Pentingnya komunikasi antar daerah dalam mendorong 
perdagangan antar daerah

pembangunan pusat informasi harga pangan
strategis untuk mendukung perdagangan antar
daerah
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T P I D  K A B U P A T E N / K O T A N O N - I H K
B E R P R E S T A S I

T P I D  K A B U P A T E N / K O T A I H K T E R B A I K  

T P I D  P R O V I N S I  T E R B A I K  
Kawasan Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi 

dan Nusrampua

Kawasan Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi 
dan Nusrampua

Kawasan Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi 
dan Nusrampua

TPID AWARD 2019
Berdasarkan evaluasi kinerja TPID tahun 2018 
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Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

TERIMA KASIH


